BUPATI  BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR  63  TAHUN 2011
TENTANG

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,
	Menimbang   
	:
	a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, maka dalam upaya meningkatkan mutu pendidik dan kualitas Kepala Sekolah, maka perlu dilaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah;
b. bahwa agar penilaian kinerja Kepala Sekolah dapat dilaksanakan secara obyektif dan terukur, perlu disusun prosedur dan mekanisme penilaian kinerja kepala sekolah secara sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Blora;

	Mengingat
	:
	1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang  –  Undang  Nomor 32 Tahun 2004   tentang Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang  –  Undang  Nomor 32 Tahun 2004   tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil  ( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,daan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil  ( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak/ Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPTD TK/SD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengkoodinasian kegiatan belajar mengajar pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar di wilayah kecamatan setempat.
9. Pegawai  Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan. 

10. Guru adalah pendidik profesional yang berstatus PNS dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

11. Sekolah adalah satuan pendidikan negeri yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal  yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

15. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.

16. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan fomal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.

17. Kepala Sekolah adalah guru yang diserahi tugas tambahan untuk memimpin TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

18. Pengawas Sekolah adalah Pengawas TK/ SD dan Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran SMP/SMA/SMK.

19. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

20. Kinerja Kepala Sekolah adalah derajat kualitas pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam pengelolaan aspek masukan (input), aspek proses dan aspek  keluaran (output) di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kriteria atau tolok ukur yang ditetapkan terhadap pengelolaan satuan pendidikan di sekolah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk melaksanakan pembinaan karier Kepala Sekolah dan pembinaan manajemen mutu berbasis sekolah.
(2) Tujuan dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk mendapatkan bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, yang meliputi :

a. perpanjangan masa tugas ;

b. penugasan kembali ;

c. pemindahan tugas ; 
d. pemberhentian ; dan
e. pengangkatan dalam jabatan struktural / jabatan fungsional yang lain.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
Bagian Pertama

Penyelenggara
Pasal 3
Penilaian kinerja diselenggarakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

Pasal 4
Ruang lingkup penilaian kinerja meliputi :

a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama ditugaskan sebagai kepala sekolah;

b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama kepemimpinan yang bersangkutan;

c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.

Bagian Ketiga
Jenis Penilaian Kinerja

Paragraf 1

Jenis

Pasal 5
Jenis penilaian kinerja terdiri dari :
a. penilaian kinerja tahunan; dan

b. penilaian kinerja 4 (empat) tahunan. 
Paragraf 2

Penilaian Kinerja Tahunan

Pasal 6
(1) Penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penilaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sekolah.

(3) Hasil penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pengawas sekolah kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3

Penilaian Kinerja 4 (empat) Tahunan

Pasal 7
(1) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  huruf b merupakan penilaian kinerja secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.

(2) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja.
(3) Atasan langsung Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala UPTD TK/SD untuk Kepala TK/SD; dan
b. Kepala Dinas untuk Kepala SMP/SMA/SMK.
(4) Hasil penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh atasan langsung kepala sekolah kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas.

(2) Jumlah anggota Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan tenaga kependidikan.
(3) Tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. melakukan penilaian kinerja berdasarkan bukti fisik, dokumen dan/atau kondisi di sekolah;
b. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Kepala Dinas.

(4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Tim Penilai Kinerja, Kepala Dinas membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Dinas.
(5) Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Unsur Penilaian

Pasal  9
(1) Unsur penilaian Kinerja terdiri dari :
a. unsur masukan;

b. unsur proses; dan
c. unsur keluaran.

(2) Masing-masing unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai dan bobot tertentu.

Pasal 10
(1) Penilaian unsur masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan data awal profil sekolah untuk masing-masing tahun penilaian selama penugasan sebagai kepala sekolah pada sekolah yang bersangkutan.

(2) Komponen penilaian  unsur masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.  komponen akademis dengan aspek penilaian sebagai berikut :

1. ketersediaan dokumen kurikulum, buku pelajaran siswa, dan buku pegangan guru;
2. pemberdayaan perpustakaan sekolah;
3. pemberdayaan alat pelajaran/alat peraga/media pembelajaran;
4. pelaksanaan supervisi sekolah;
5. mutu siswa;dan

6. pengembangan karier guru.
b. 
komponen non akademis dengan aspek penilaian sebagai berikut :

1. siswa;

2. guru;

3. karyawan; 

4. sarana / prasarana;

5. lingkungan sekolah;
6. kasus- kasus; dan
7. kesejahteraan.
Pasal 11
(1) Penilaian unsur proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan data kinerja sekolah mengenai efektivitas kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai pendidik, pengelola, pengurus, penyelia, pemimpin, pembaharu, pembangkit minat dan/atau wirausahawan.
(2) Komponen penilaian unsur proses terdiri dari :

a. 
Untuk Kepala TK/SD/SMP/SMA meliputi :
1. Educator (pendidik);

2. Manager (pengelola);

3. Administrator (pengurus);

4. Supervisor (penyelia);

5. Leader (pemimpin);

6. Innovator (pembaharu); dan
7. Motivator (pembangkit minat); 
b. Untuk Kepala SMK meliputi :
1. Educator (pendidik);

2. Manager (pengelola);

3. Administrator (pengurus);

4. Supervisor (penyelia);

5. Leader (pemimpin);

6. Innovator (pembaharu);

7. Motivator (pembangkit minat); dan

8. Enterprenuer (wirausahawan).
Pasal 12
(1) Unsur keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan data akhir profil sekolah untuk masing-masing tahun penilaian selama penugasannya pada sekolah yang bersangkutan.

(2) Komponen penilaian  unsur keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.  komponen akademis dengan aspek penilaian sebagai berikut :

1. ketersediaan dokumen kurikulum dan buku pelajaran siswa;

2. pemberdayaan perpustakaan sekolah;

3. pemberdayaan alat pelajaran/alat peraga/media pembelajaran;

4. pelaksanaan supervisi sekolah;

5. mutu siswa; dan

6. pengembangan karier guru.

       
b. 
komponen non akademis dengan aspek penilaian sebagai berikut :

1. siswa;

2. guru;

3. karyawan; 

4. sarana / prasarana;

5. lingkungan sekolah;

6. kasus- kasus; dan

7. kesejahteraan. 
Bagian Keempat
Metode Penilaian Kinerja
Pasal 13
(1) Metode penilaian kinerja terdiri dari :

a. metode observasi;
b. metode pemeriksaan dokumen; dan

c. metode wawancara. 
(2) Metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pengisian kuesioner.

Bagian Kelima
Teknik Penilaian Kinerja
Pasal 14
(1) Teknik penilaian Kinerja adalah akumulasi nilai dari masing-masing unsur penilaian yang meliputi : nilai akhir unsur masukan, nilai akhir unsur proses dan nilai akhir unsur keluaran yang ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut :
	
	
	nilai akhir unsur masukan + nilai akhir unsur proses + nilai akhir unsur keluaran

	Nilai akhir 
	=
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
	
	10


(2) Perhitungan nilai akhir unsur masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

	
	
	( 3 x skor komponen akademik) + ( 2 x skor komponen  non akademik)
	
	

	Nilai akhir unsur masukan
	=
	---------------------------------------------------------------------------------------------
	X
	2

	
	
	5
	
	


(3) Perhitungan nilai akhir unsur proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
a. 
untuk Kepala TK/SD/SMP/SMA :

	
	
	(2xE) + (2xM) + (1xA) + (1xS) + (2xL) + (1xI) + (1xM)
	
	

	Nilai akhir unsur proses
	=
	--------------------------------------------------------------------------
	X
	5

	
	
	10
	
	


b. 
untuk Kepala SMK :

	
	
	(2xE) + (2xM) + (1xA) + (1xS) + (2xL) + (1xI) + (1xM) + (1x E) 
	
	

	Nilai akhir unsur proses
	=
	----------------------------------------------------------------------------------
	X
	5

	
	
	11
	
	


(4) Perhitungan nilai akhir unsur keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

	
	
	( 3 x skor komponen akademik) + ( 2 x skor kompenen non akademik)
	
	

	Nilai akhir unsur keluaran
	=
	---------------------------------------------------------------------------------------------
	X
	3

	
	
	5
	
	


(5) Dalam hal terdapat aspek pada bagian nilai unsur masukan profil awal sekolah dan nilai unsur keluaran profil akhir sekolah yang belum dimiliki oleh sekolah yang disebabkan karena kondisi sekolah yang belum memungkinkan memilikinya, maka aspek tersebut tidak diberikan nilai dan tidak diperhitungkan
Pasal 16
(1) Hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah, atasan langsung dan Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Instrumen Penilaian Kinerja.
(2) Format Instrumen Penilaian Kinerja tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
Tingkatan Hasil Penilaian Kinerja
Pasal 17
(1) Hasil penilaian Kinerja  ditetapkan dalam tingkatan penilaian sebagai berikut  :
	a.
	rentang nilai :
	86,00
	-
	100,00
	kategori
	A
	dengan sebutan
	amat baik;

	b.
	rentang nilai :
	71,00
	-
	  85,99
	kategori
	B
	dengan sebutan
	baik;

	c.
	rentang nilai :
	55,00
	-
	  70,99
	kategori
	C
	dengan sebutan
	cukup;

	d.
	rentang nilai :
	41,00
	-
	  54,99
	kategori
	D
	dengan sebutan
	sedang;

	e.
	rentang nilai :
	00,00
	-
	  40,99
	kategori
	E
	dengan sebutan
	kurang.


(2) Hasil penilaian dengan kategori A dan kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepala sekolah pada akhir masa penugasan mempunyai arti sebagai berikut : 
	a.
	bagi Kepala Sekolah pada akhir  masa penugasan periode I :

1. kategori A, dapat direkomendasikan untuk diperpanjang masa tugasnya untuk 1 (satu) kali masa penugasan pada : 

a) sekolah yang sama; atau 

b) sekolah lain yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
2. kategori B, dapat direkomendasikan untuk dapat direkomendasikan untuk diperpanjang masa tugasnya untuk 1 (satu) kali masa penugasan pada  : 

a) sekolah yang sama; atau 

b) sekolah lain yang memiliki akreditasi sama atau lebih rendah.

	b.
	bagi Kepala Sekolah pada akhir masa penugasan periode II, dapat direkomendasikan untuk ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas pada sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :

a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau

b. memiliki prestasi yang istimewa yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.


Bagian Ketujuh
Prosedur dan Tata Cara  Penilaian Kinerja
Pasal 18
Prosedur dan tata cara penilaian kinerja diatur oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PELAPORAN

Pasal 19
(1) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian.
(2) Hasil pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan masa tugas Kepala Sekolah. 
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah; 

b. Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinyatakan berakhir masa tugasnya tanpa melalui penilaian kinerja.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.
 Pasal 22
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Blora          Nomor 38 Tahun 2007 tentang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

                                                                                   Ditetapkan di Blora

                                                                                   pada tanggal 
              

Diundangkan di Blora

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN BLORA,

BAMBANG SULISTYA
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011  NOMOR 
BUPATI BLORA,
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